DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT
KOMISI VIl DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)

snncoo— ——————
Tahun Sidang : 2021-2022

Masa Persidangan : |

Rapat Ke . 26

Jenis Rapat . Rapat Dengar Pendapat

Dengan . Sestama dan Eselon | Kemensos

Sifat Rapat . Terbuka

Hari, Tanggal . Senin, 4 Oktober 2021.

Waktu . Pukul 10.00 WIB s.d. 13.00 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi VIIl DPR Rl Gedung Nusantara Il lantai 1 JI.
Jenderal Gatot Subroto — Jakarta 10270.

Acara . - Evaluasi Program dan Anggaran tahun 2021.
- Isu-Isu Aktual.

Ketua Rapat . Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si.

Sekretaris Rapat . Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.

Hadir 1. 39 dari 50 Anggota Komisi VIII DPR RI.

2. 11 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin.
3. Sestama Beserta Eselon | Kemensos RI.

. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.45 WIB dan
dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Hj.Diah Pitaloka, S.Sos.,
M.Si., dengan didampingi Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, dan
Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut
di atas.

3. Rapat di Skors Pukul.12.28 WIB dan dibuka Kembali Pukul 13.15 WIB.



KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Sekretaris

Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, PIt.

Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial, Direktur Jenderal Perlindungan dan

Jaminan Sosial, Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dan Kepala

Badan Pendidikan, Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Rl

dengan agenda “Evaluasi Program dan Anggaran Tahun 2021, serta Isu-

isu Aktual” disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi

Viii DPR RI

dapat memahami

pelaksanaan program dan

penyerapan anggaran di Unit Kerja Eselon | Kementerian Sosial Rl sampai
3 Oktober 2021 sebagai berikut:

No| Unit Kerja Eselon | Anggaran Realisasi %
1. |Sekretariat Jenderal 1.060.287.197.000 185.569.810.818| 17,50
2. |Inspektorat Jenderal 32.258.503.000 22.966.301.8911 71,19
3. |Ditjen Dayasos 333.822.278.000 155.582.960.793| 46,61
4. |Ditjen Rehsos 1.103.078.210.000 468.925.290.567| 42,51
5. |Ditjen Linjamsos 30.223.964.450.000| 21.969.423.316.850| 72,69
6. |Ditien PFM 73.895.644.330.000|46.263.624.557.434| 62,61
7. |Badiklitpensos 237.015.950.000 149.538.475.732| 63,09
TOTAL 106.886.070.918.000( 69.215.630.714.085| 64,76

Selanjutnya Komisi VIl DPR Rl meminta Unit Kerja Eselon | Kementerian

Sosial Rl untuk mempercepat penyerapan anggaran pada Triwulan ke-IV

Tahun Anggaran 2021.

2. Komisi VIII DPR Rl meminta Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Plt. Direktur Jenderal Rehabilitasi

Sosial,

Direktur Jenderal

Perlindungan dan Jaminan Sosial,

Direktur



.

Jenderal Penanganan Fakir Miskin, dan Kepala Badan Pendidikan,

Penelitian dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial Rl untuk merespon

dengan sungguh-sungguh pendapat dan pandangan Pimpinan dan Anggota

Komisi VIl DPR RI sebagai berikut:

a. Memastikan Program Pejuang Muda benar-benar  dapat
diimplementasikan dengan petunjuk pelaksanaan yang jelas, rekrutmen
yang selektif serta pembinaan untuk menghasilkan SDM yang loyal,
dedikatif dan bertanggung jawab.

b. Mendorong verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) agar dapat dilaksanakan secara sinkron dan terpadu dengan
melibatkan semua sfakeholders terkait sehingga dapat diandalkan
menjadi satu data untuk seluruh program sosial.

c. Pengembangan program-program di Kementerian Sosial Rl harus
berbasis kajian ilmiah sehingga efektivitas program dapat diukur dan
dipertanggungjawabkan kepada publik.

d. Meningkatkan kolaborasi antar-Ditjen agar Keluarga Penerima Manfaat
(KPM) tidak hanya menerima manfaat bantuan sosial melainkan juga
mendapatkan pemberdayaan secara ekonomi dan sosial.

PENUTUP
Rapat ditutup pukul 16.35 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIl DPR RI
WAKIL KETUA,

P

Hj.DIAH PITALOKA, S.S0s., M.Si.




